BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan urain dari bab-bab sebelumnya, berikut ini dikemukakan

beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1.

Dengan melihat keberadaan dari Pramuwisata khusus ilegal tersebut dan
dampak negatif yang ditimbulkan bagi Pramuwisata Khusus legal, maka
dibutuhkanlah peran dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah
Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar untuk
memberikan perlindungan bagi Pramuwisata Khusus legal. Perlindungan
tersebut dibutuhkan karena dampak negatif yang ditimbulkan yang
berakibat pada kerugian yang dialami oleh Pramuwisata Khusus legal
karena berkurangnya pendapatan yang diperoleh, berkaitan juga dalam
pemberian informasi suatu DTW yang tidak benar atau kurang tepat yang
diberikan oleh Pramuwisata Khusus ilegal dan dikhawatirkan dapat
beralihnya status Pramuwisata Khusus legal menjadi ilegal karena
keuntungan yang diperoleh Pramuwisata Khusus ilegal lebih banyak
dibandingkan menjadi Pramuwisata Khusus legal.

Mengenai penerapan sanksi yang dijatuhkan bagi Pramuwisata Khusus
ilegal adalah sanksi pidana dalam Pasal 18 Perda Pramuwisata Bali yang
dirasa kurang tepat untuk diterapkan bagi setiap orang dalam hal ini
Pramuwisata yang tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata
(KTPP). Bagi Pramuwisata yang tidak memiliki KTPP lebih tepat juga di
terapkan sanksi administrasi dan diberi pengarahan agar mau mengikuti
segala ketentuan yang telah diatur dalam Perda Pramuwisata Bali. Selain
pengarahan tentunya juga harus diberikan pelatihan dan pembinaan bagi
Pramuwisata ilegal mengenai objek-objek wisata di Bali dan bagaimana

menjadi Pramuwisata yang baik yang sesuai dengan Perda Pramuwisata
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Bali tersebut, sehingga para Pramuwisata ilegal ini bisa merubah statusnya

menjadi Pramuwisata legal.
5.2 SARAN

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan di atas maka terdapat beberapa

saran yang dapat dijadikan acuan dari kesimpulan di atas, yakni:

1. Bentuk perlindungan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Bali terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar adalah
dengan membentuk regulasi khusus yang mengatur perlindungan
terhadap Pramuwisata Khusus di Ubud agar dapat bersaing dengan
Pramuwisata Khusus ilegal dan Pramuwisata dari luar Daerah. Hal ini
harus dilakukan karena Pramuwisa adalah ujung tombak dari
Pariwisata di Bali, selain itu dalam suatu DTW wisatawan wajib
menggunakan jasa dari Pramuwisata Khusus. Kondisi tersebut
harusnya lebih di perhatikan oleh Pemerintah agar dapat memfasilitasi
dan memberikan perlindungan terhadap profesi Pramuwisata Khusus
terutama di Kecamatan Ubud, salah satunya dengan membuat regulasi
khusus tersebut.

2. Bagi Pramuwisata yang tidak memiliki KTPP lebih tepat juga di
terapkan sanksi administrasi dan diberi pengarahan agar mau
mengikuti segala ketentuan yang telah diatur dalam Perda Pramuwisata
Bali. Selain pengarahan tentunya juga harus diberikan pelatihan dan
pembinaan bagi Pramuwisata ilegal mengenai objek-objek wisata di
Bali dan bagaimana menjadi Pramuwisata yang baik yang sesuai
dengan Perda Pramuwisata Bali tersebut, sehingga para Pramuwisata

ilegal ini bisa merubah statusnya menjadi Pramuwisata legal.
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